BKPSDM

(Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)

Kabupaten Sukabumi

RENCANA
STRATEGIS
(RENSTRA)

TAHUN ANGGARAN 2021-2026



BUPATI SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUKABUMI
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TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

Menimbang :

Mengingat

TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

1

BUPATI SUKABUMI,

bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan
Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2021
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Tahun 2021-2026;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 avat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan
dengan Peraturan Kepala Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana
Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi
Tahun 2021-2026;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1968 Nomor 31. Tambahan
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem  Perencanaan  Pembangunan  Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);
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Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang
Teta Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4814};

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 604 1);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008
Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah
beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi
Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa
Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun
2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat
Nomor 64);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-
2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun
2019, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Barat Nomor 237);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 13
Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2005-
2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun
2009 Nomor 13);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 22
Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Sukabumi Tahun 2012-2032 (Lembaran
Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012 Nomor 22);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4
Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran

Meceel TFolicmmdaes Cuilecalbhisema: Takives AMNTT Alavaas- A



Menetapkan :

24. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7

tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Perda
Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten
Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi
Tahun 202 1Nomor 7)

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN
2021-2026

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.

Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten
Sukabumi.

Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD
menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan
prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik  Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Sukabumi.
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11.

12,

13.

14.
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Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukabumi.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
penyelenggaran Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah.

Pembangunan Daerah adalah usaha yang seismatik
untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah
untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan
masayrakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha,
meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik
dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu
proses untuk menentukan kebijakan masa depan,
melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai
unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan
pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka
waktu tertentu di Daerah.

Rencana Pembagunan Jangka Panjang Daerah yang
selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen
perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh)
tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk
periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai
dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang
selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah
yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen
perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah
dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk
periode S (lima) tahun.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu)
tahun.

Visi adalah rumusan mengenai keadaan yang
diinginkan = pada akhir periode perencanaan
pembangunan Daerah.



15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya
yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

16. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat
Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau
lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya
yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur
sesuai dengan tugas dan fungsi.

17. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian
aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh
Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran
(output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu
program.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 2

Rencana Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun
2021-2026 merupakan dokumen perencanaan Perangkat
Daerah untuk periode 5 (lima) tahun sebagai penjabaran
RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026.

Pasal 3

(1) Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat
Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat
Daerah setelah RPJMD Kabupaten Sukabumi
ditetapkan.

(2) Perangkat Daerah yang menyusun Renstra

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar,
meliputi:
1) Dinas Pendidikan
2) Dinas Kesehatan
3) Dinas Pekerjaan Umum
4) Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
5) Dinas Sosial
6) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
7) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
8) Satuan Polisi Pamong Praja

b. Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar,
meliputi:
1) Dinas Penanaman Modal Dan Pelavanan



3)
4)
5)
6)
7)

8)
9)

10)

11)
12)

13)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga
Berencana

Dinas Perhubungan

Dinas Komunikasi, Informatika Dan
Persandian

Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olah
Raga

Dinas Arsip Dan Perpustakaan

Dinas Ketahanan Pangan

Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang

c. Urusan Pemerintahan Pilihan, meliputi:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Dinas Perikanan

Dinas Pertanian

Dinas Peternakan

Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Dinas Pariwisata

d. Urusan Penunjang Pemerintahan, meliputi:

1)
2)
3)
4)

5)
6)
7)

8)
9)

Sekretariat Daerah

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Inspektorat

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian
dan Pengembangan Daerah

Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
Badan Pendapatan Daerah

Badan Kepegawaian Dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kecamatan

Pasal 4

Renstra Perangkat Daerah berfungsi sebagai:

a. pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah
dan bahan penyusunan rancangan RKPD; dan

b. instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah sesuai dengan urusan yang menjadi tugas dan
fungsi setiap Perangkat Daerah.



(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

BAB I
SISTIMATIKA

Pasal 5

Renstra  Perangkat Daerah disusun dengan
sistematika sebagai berikut:

BABl PENDAHULUAN

BABII GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT
DAERAH

BAB Il PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
BABV STRATEGI DAN ARAH KEBLJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
SERTA PENDANAAN

BAB VIl KINERJA PENYELANGGARAAN BIDANG
URUSAN

BAB VIII PENUTUP

Isi beserta wuraian Renstra Perangkat Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dengan Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian
dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat
Daerah;

Hasil pengendalian dan evaluasi  terhadap
pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati
melalui Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan
fungsi di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Tata cara pengendalian dan evaluasi terhadap
pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
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BAB IV
PERUBAHAN

Pasal 7

(1) Perubahan Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan
apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya
dalam tahun berjalan menunjukan adanya
ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yang

tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan
daerah.

(2) Perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) hanya mencakup penambahan
dan/atau  pengurangan kegiatan, perubahan
nomenklatur kegiatan dan kelompok sasaran kegiatan.

(3) Dalam hal penambahan kegiatan baru sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) merupakan kebijakan
nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa dan
perintah dari peraturan perundang-undangan yang
lebih tinggi setelah Renstra Perangkat Daerah
ditetapkan, perubahan Renstra Perangkat Daerah
dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi.

(4) Penambahan dan/atau pengurangan program dalam
Renstra Perangkat Daerah dilaksanakan setelah
dilakukan perubahan RPJMD.

(5) Dalam hal penambahan program sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) merupakan kebijakan nasioal
yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah,
Renstra Perangkat Daerah tidak perlu dilakukan
perubahan.

(6) Penambahan program sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) dicantumkan dalam RKPD.

Pasal 8

Tahapan penyusunan perubahan Renstra Perangkat
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Renstra
Peranokat DNaerah Tahim 2021207/ meniadi nednaman
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sebagai Renstra transisi, menjadi pedoman penyusunan
Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebelum
ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Renstra
Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2026-
2031.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Penjabaran dan penjelasan sistematika sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5, tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan

Bupati ini.

Pasal 11
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Sukabumi.

Ditetapkan di Palabuhanratu
pada tanggal 29 Oktober 202)

3

Diundangkan di Palabuhanratu
pada tanggal

STARIS DAERAH
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LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SUKABUMI
NOMOR 110 TAHuN 2012
TANGGAL : 29 OkfopeR 2021

TENTANG : RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
TAHUN 2021-2026

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
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10.

11.

12.

13.
14.

16.
 §r 8

18.

19.
20.

TAHUN 2021-2026

Rencana Strategis Dinas Pendidikan Tahun 2021-2026:

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026:

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2021-2026:

Rencana Strategis Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Tahun
2021-2026;

Rencana Strategis Dinas Sosial Tahun 2021-2026;

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun
2021-2026;

Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun
2021-2026;

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021-2026;
Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Tahun 2021-2026;

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan
Anak Tahun 2021-2026;

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Tahun
2021-2026;

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Tahun 2021-
2026;

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026;
Rencana Strategis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tahun
2021-2026;

Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga
Berencana Tahun 2021-2026;

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2021-2026;

Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian
Tahun 2021-2026;

Rencana Strategis Dinas Kebudayaan, Pemuda Dan Olah Raga Tahun
2021-2026;

Rencana Strategis Dinas Arsip Dan Perpustakaan Tahun 2021-2026;
Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2021-2026;
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Rencana Strategis Dinas Peternakan Tahun 202 1-2026;

Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2021-
2026;

Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun
2021-2026;

Rencana Strategis Dinas Pariwisata Tahun 202 1-2026;

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2021-2026:

Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun
2021-2026;

Rencana Strategis Inspektorat Tahun 2021 -2026;

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Tahun 2021-2026:

Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Tahun 202 1-2026:;
Rencana Strategis Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Tahun 2021-2026:

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021-
2026;

Rencana Strategis Kecamatan Sukabumi Tahun 202 1-2026;

Rencana Strategis Kecamatan Jampang Tengah Tahun 2021-2026;
Rencana Strategis Kecamatan Sukaraja Tahun 2021-2026;

Rencana Strategis Kecamatan Caringin Tahun 2021-2026;

Rencana Strategis Kecamatan Cisaat Tahun 202 1-2026;

Rencana Strategis Kecamatan Nagrak Tahun 2021-2026;

Rencana Strategis Kecamatan Kadudampit Tahun 2021-2026:

Rencana Strategis Kecamatan Sukalarang Tahun 2021-2026:

Rencana Strategis Kecamatan Gunungguruh Tahun 2021-2026:
Rencana Strategis Kecamatan Kabandungan Tahun 202 1-2026;
Rencana Strategis Kecamatan Surade Tahun 2021-2026:

Rencana Strategis Kecamatan Parungkuda Tahun 2021-2026:

Rencana Strategis Kecamatan Ciracap Tahun 2021-2026;

Rencana Strategis Kecamatan Kebonpedes Tahun 2021-2026:

Rencana Strategis Kecamatan Kalibunder Tahun 2021-2026:

Rencana Strategis Kecamatan Pabuaran Tahun 2021-2026;

Rencana Strategis Kecamatan Purabaya Tahun 2021-2026:

Rencana Strategis Kecamatan Cireunghas Tahun 2021-2026:

Rencana Strategis Kecamatan Gegerbitung Tahun 2021-2026:
Rencana Strategis Kecamatan Cidahu Tahun 2021-2026:
Rencana Strategis Kecamatan Cicurug Tahun 2021-2026;
Rencana Strategis Kecamatan Sagaranten Tahun 2021-2026:
Rencana Strategis Kecamatan Nyalindung Tahun 2021-2026;
Rencana Strategis Kecamatan Curugkembar Tahun 2021-2026;
Rencana Strategis Kecamatan Tegalbuled Tahun 202 1-2026;
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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta’ala atas
segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukabumi dapat menyusun
Rencana Strategis tahun 2021 - 2026.

Rencana Strategis adalah rencana kerja selama lima tahun yang
menggambarkan visi, misi, tujuan dan sasaran suatu organisasi beserta
pencapaiannya, Setiap organisasi baik formal maupun non formal disadari
maupun tidak sudah selayaknya mempunyai suatu dokumen perencanaan
menyangkut kinerja organisasinya yang berperan sebagai dasar tuntunan dalam
menetapkan kebijakan dan program kerja yang akan dilakukan sehingga apa yang
telah dijadikan tujuan bersama dapat tercapai dan terkendali dengan baik.

Renstra ini merupakan acuan atau pedoman dalam pencapaian Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukabumi
periode tahun 2021 — 2026.

Mudah-mudahan Renstra ini dapat memberikan manfaat dan dapat

dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukabumi, 31 Januari 2022
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGENMBARFAN SUMBER DAYA MANUSIA
CABUPBIRN SUKABUMI

> of ‘Budiman, M.M.
“——PgmBiina Utama Muda
NIP. 19630503 198803 1 008
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1. LatarBelakang

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Sukabumi sebagai unsur penunjang pemerintahan yang mengelola Urusan
Kepegawaian dan Pendidikan serta Pelatihan pada Kabupaten Sukabumi, yang
berkomitmen untuk memajukan dan meningkatkan Kompetensi Aparatur guna
meningkatkan efektifitas dan profesionalitas Aparatur Sipil Negara yang
berdampak terhadap kualitas pelayanan publik di Kabupaten Sukabumi. Untuk
mewujudkan hal tersebut Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang di dalam nya tertuang
program serta kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Jangka Panjang , Jangka
Menengah ataupun Jangka Pendek.

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 tahun 2017 tentang
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Pendek
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Strategis (Renstra)
merupakan sebagai tindak lanjut Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 - 2026.

Rencana Strategis adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk
periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta

program dan kegiatan indikatif sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai acuan
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serta arah organisasi dalam bertindak, berbuat sesuai tugas pokok dan fungsi
untuk memberikan pelayanan yang akan dikembangkan dan hendak dicapai untuk
waktu lima tahun kedepan, serta menjamin sinergitas dan keterpaduan
pelaksanaan pembangunan sehingga memberikan kontribusi dalam mewujudkan
visi, misi, dan tujuan daerah. Hal ini berarti peyusunan Rencana Strategis
Perangkat Daerah harus sejalan dan fokus pada arah kebijakan pembangunan
daerah yang telah ditetapkan baik dalam RPJPD maupun RPIJMD.

Salah Satu Isu Strategis pembangunan Kabupaten Sukabumi yakni adalah
“Reformasi Birokrasi”. Secara Singkat Reformasi Birokrasi diartikan sebagai upaya
untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap
penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik (Geod Governance) dan Tujuan dari Reformasi Birokrasi
adalah terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dengan Aparatur
berintegritas tinggi, produktif dan melayani secara prima dalam rangka
meningkatkan kepercayaan publik.

Hal tersebut berkaitan dengan Sumber Daya Aparatur yang merupakan
Insan produktif yang berkerja sebagai penggerak suatu organisasi pemerintahan
yang memiliki fungsi sebagai aset sehingga harus dilatih dan terus dikembangkan
kemampuannya. Sumber Daya Aparatur merupakan faktor penting untuk
menciptakan Pelayanan Pubik yang Optimal, Efektif serta Efisien guna mencapai
tujuan dari Organisasi Pemerintahan yakni Kesejahteraan Masyarakat. Dengan
Undang-undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara sebagai dasar
yang mengatur tentang ketentuan pengelolaan Aparatur Sipil Negara untuk
menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi,
bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

Disamping mengacu pada RPJPD dan RPIMD serta Isu Strategis,
penyusunan Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia juga mengakomodir Renstra Instansi Provinsi dan Renstra

Kementerian yang berkaitan dengan Urusan Kepegawaian dan Pendidikan
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Pelatihan, hal ini dilakukan untuk mewadahi sinergitas kebijakan, program dan
kegiatan baik dalam melaksanakan fungsi dan peran dalam penyelenggaran
pemerintahan, tugas perbantuan ataupun fungsi/tugas lainnya
1.2, lLandasan Hukum
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita
Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi
Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembar Negara tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
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7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik indoensia Nomar
5679);

8. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 202 Tentang
Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun

2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi
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Jawa Barat Tahun 2005 - 2025; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat
Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan langka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun
2008 - 2013;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 17 Tahun 2007
tentang Urusan Pemerintahan vyang Menjadi Kewenangan
Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah
Kabupaten Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 13 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten
Sukabumi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi
Tahun 2009 Nomor 13);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten
Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2016 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 45);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Sukabumi Tahun 2016-2021;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten
Sukabumi (Lembaga Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor
7;

19. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 106 Tahun 2018, tentang Struktur
Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukabumi;

20. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2019 Tanggal 2 Mei 2019 tentang

Inikator Kinerja Daerah dan Indikator Makro serta Indikasi Rencana
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Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah 2016 — 2021;

21. Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi
dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia.

1.3. Maksud Dan Tujuan

Penyusunan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Tahun 2021 - 2026 ini, dimaksudkan untuk mewujudkan dokumen
perencanaan pembangunan daerah, khusunya bidang kepegawaian dan
pengembangan sumber daya manusia untuk periode lima tahun, yang memuat
strategi, kebijakan dan program yang akan dilaksanakan oleh BKPSDM untuk lima
tahun ke depan sesuai dengan perubahan regulasi.

Adapun tujuan dari disusunnya Renstra Badan Kepegawaian dan

Pengembangan dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukabumi adalah :

a. Diperolehnya dokumen perencanaan yang bermutu, komperhensif,
sinergis, dan berkesinambungan sebagai pedoman bagi Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Sukabumi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;

b. Memberikan pedoman dan arah bagi pencapaian tujuan organisasi
untuk masa depan;

€. Memberikan tolok ukur secara kualitatif dan kuantitatif terhadap
pencapaian tujuan;

d. Untuk menjamin keselarasan hubungan antar dokumen RENSTRA
dengan RPJMD Kabupaten Sukabumi;

1.4. Sistematika Penulisan
Penulisan Rencana Strategi Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Tahun 2021-2026, disusun dengan sistematika sebagal

berikut :

e
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BABI PENDAHULUAN
1.1. Latar belakang

1.2. Landasan hukum
1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB Il GAMBARAN PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA.

2.1. Tugas Pokok, Fungsi Dan Struktur Organisasi

2.2. Sumber Daya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Sukabumi;

2.3. Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026; danTantangan serta Peluang
Pengembangan pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

Daya Manusia Kabupaten Sukabumi.

BAB Il PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

3.1. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayananperangkat
daerah;

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil KepalaDaerah;

3.3. Telaahan Renstra K/L dan BKD Provinsi Jawa Barat;

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis

3.5. Penentuan isu-isu strategis yang harus diperhatikan dan di prioritaskan

dalam perencanaan pembangunan.

Renstra BKPSDM 2021-2026
7



BAB IV TUJUAN DAN SASARAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBAGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
4.1. Tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada akhir periode perencanaan. Dalam

bab ini dipaparkan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan,

BABV STRATEGI DAN KEBIJAKAN
5.1. Strategi

5.2. Arah Kebijakan
Bab ini memuat upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi,
kemudian langkah-langkah dan arah kebijakan untuk mewujudkan visi dan
misi yang telah ditetapkan. Diuraikan juga dukungan program- program untuk
mewujudkan visi dan misi serta kegiatan yang akan dilaksanakan untuk

mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

BABVI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Program Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

BAB VIl KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

Bab ini menjelaskan indikator kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia yang secara langsung menunjukankinerja yang akan dicapai
dalam lima Tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian

tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIl PENUTUP
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2.1.

BAB Il
GAMBARAN PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pelayanan Publik memiliki tuntutan yang tinggi pada di masa sekarangini,
dimana Pelayanan Publik harus mampu mengembangkan teknologi informasi dan
menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Untuk menjaga kepercayaan masyarakat
terhadap kualitas kinerja birokrasi pemerintahan para Aparatur dituntut untuk
bekerja lebih responsif, solusioner, serta adaptif dalam memberikan pelayanan
publik kepada masyarakat. Usaha dalam melakukan perbaikan kinerja pelayanan
dalam bidang kepegawaian secara berkelanjutan terus ditingkatkan untuk
mendorong terciptanya situasi yang kondusif kegiatan penyelenggaraan pelayanan
manajemen aparatur yang akan memberikan kesejahteraan pada masyarakat.

Tugas Pokok, Fungsi Dan Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi
dan Peraturan Bupati Nomor 106 Tahun 2018, tanggal
20 Desember 2019, tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukabumi,
sebagai unsur pendukung tugas Bupati, memiliki tugas pokok melaksanakan
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kepegwaiandan pengembangan
sumber daya manusia.

Adapun Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia meliputi:

1. Penyusunan rencana dan program kerja di bidang Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia;

Renstra BKPSDM 2021-2026
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2. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

3. Pelaksanaan kebijakan di bidang Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia;

4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang
kesekretariatan; bidang pengadaan, pemberhentian, dan informasi
pegawai; bidang kinerja, disiplin dan penghargaan; bidang mutasi dan
kepangkatan; bidang pengembangan sumber daya manusia; kelompok
jabatan fungsional; dan unit kerja lainnya di lingkungan Badan;

5. Pembinaan administrasi di lingkungan Badan;

6. Pembina penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Badan;

7. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai
dengan tugas dan fungsinya;

8. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;

9. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas;dan

10. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

Dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukabumi
dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dibantu oleh searang Sekretaris Badan
dan empat orang Kepala Bidang. Kepala Bidang tersebut adalah Kepala Bidang
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Pegawai, Kepala Bidang Kinerja, Disiplin
dan Penghargaan, Kepala Bidang Mutasi dan Kepangkatan, Kepala Bidang
Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Adapun Susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia, adalah sebagai berikut:

a) KepalaBadan

b) Sekretriat, membawahkan:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

Renstra BKPSDM 2021-2026
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2. Sub Bagian Keuangan; dan
3. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
¢) Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Pegawai,
membawahkan:
1. Sub Bidang Formasi dan Pengadaan Pegawai;
2. Sub Bidang Pemberhentian dan Perlindungan Pegawai; dan
3. Sub Bidang Informasi Kepegawaian.
d) Bidang Kinerja, Disiplin dan Penghargaan, membawahkan:
1. Sub Bidang Kinerja Pegawai;
2. Sub Bidang Disipiln Pegawai; dan
3. Sub Bidang Penghargaan dan Fasilitasi Profesi Aparatur Sipil
Negara.
e) Bidang Mutasi dan Kepangkatan, membawahkan:
1. Sub Bidang Kepangkatan dan Jabatan;
2. Sub Bidang Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan
Administrasi; dan
3. Sub Bidang Mutasi Jabatan Fungsional.
f) Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, membawahkan:
1. Sub Bidang Pengembangan Karier;
2. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis danFungsional; dan
3. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Manjerial.
g) UPTB;dan

h) Kelompok labatan Fungsional Tertentu.

Sedangkan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukabumi tersaji dalam gambar berikut ini:

Renstra BKPSDM 2021-2026
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Rencana Pembentukan SOTK Baru
Dengan ditetapkannya Permendagri Nomor70 tahun 2019 Tentang Sistem
Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dan Permendagri Nomor 90 tahun 2019
tentang Klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah, serta Kepmendagri 050-3708 tahun 2020 tentang hasil validasi,
verifikasi pemutakhiran Klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah Setiap organisasi Perangkat Daerah harus
menyesuaikan SOTK yang sudah ada dengan program dan kegiatan yang ada dalam
SIPD (Sistem Informasi Pembanguan Daerah), tidak terkecuali dengan BKPSDM.
Adapun rencana perubahan SOTK tersebut adalah melakukan
penyederhanaan birokrasi sebagaimana yang telah disampaikan oleh Presiden
Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo guna mempercepat penyelenggaraan
pemerintahan dan rencana Perubahan SOTK tersebut adalah :
a. KepalaBadan
b. Sekretriat, membawahi:
1. SubBagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan; dan
3. Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi.
c. Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi ASN,membawahi:
1. Sub Koordinator Pengadaan ;
2. Sub Koordinator Pemberhentian;
3. Sub Koordinator Informasi Kepegawaian.
d. Bidang Kinerja, Disiplin dan Penghargaan ASN, membawahi:
1. Sub Koordinator Kinerja;
2. Sub Koordinator Disiplin; dan

3. Sub Koordinator Penghargaan.

Renstra BKPSDM 2021-2026
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e. Bidang Mutasi, Kepangkatan dan Promosi ASN,membawabhi :
1. Sub Koordinator Kepangkatan;
2. Sub Koordinator Promosi ASN; dan
3. Sub Koordinator Mutasi ASN.
f. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Sub Bidang, membawahi:
1. Sub Koordinator Pengembangan Kompetensi Manajerial dan
Kepemimpinan;
2. Sub Koordinator Pengembangan Kompetensi Teknis dan
Fungsional; dan
3. Sub Koordinator Pengembangan Karier
UPTB; dan

h. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.

Sedangkan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukabumi tersaji dalam gambar berikut ini:

Renstra BKPSDM 2021-2026
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2.2. Sumber Daya Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SumberDaya
Manusia Kabupaten Sukabumi

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukabumi didukung oleh

sumber daya aparatur sebagai berikut:
2.2.1. Sumber Daya Aparatur / Kepegawaian

Jumlah pegawai yang sangat menunjang dalam pelaksanaan tugas pokok
dan fungsi di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Sukabumi secara tentatif adalah 96orang yang terdiri dari 76 PNS, 20
orang Tenaga Harian Lepas yang dapat diklasifikaiskan sebagai berikut:

Tabel. 2.1
Rekapitulasi pegawai Berdasarkan Jenis kelamin

NO Sesuai Bidang Penugasan :egawa; Jumlah
1 | Esselon Il.b/Kepala Badan i - 1
2 | Esselon lll.a/ Sekretaris 1 - 1
3 Esselon Ill.b/Kepala Bidang 4 - 4
4 | Esselon IV.a/ Ka. Subag & Ka. Subid 8 7 15
5 | Fungsional Widyaiswara 7 1 8
6 | Fungsional Arsiparis - 2 2
7 Fungsional Analis Kepegawaian 1 1 2
8 Pelaksana 28 15 43
9 Tenaga Harian Lepas 15 1 20

Jumiah 69 27 96

—_————__,_—,,—,—— -
Renstra BKPSDM 2021-2026
16



Tabel 2.2
Rekapitulasi Keadaan Pegawai BKPSDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NOMOR PENDIDIKAN JUMLAH
1 |Strata3 5
2 Strata 2 23
3 Strata 1 30
4 Diploma 1l 6
5 SLTA Sederajat 11
Jumiah 76
Tabel 2.3
Keadaan Pegawai BKPSDM Berdasarkan Golongan
NOMOR PANGKAT JUMLAH
1 Golongan IV 11
2 Golongan Il 57
3 Golongan Il 8
4 Golongan |
TOTAL 76

2.2.2. Kelengkapan Sarana dan Prasarana
Sarana dan Prasarana yang ada di Badan Kepegawaian danPengembangan

Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukabumi adalah:

Renstra BKPSDM 2021-2026
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Tabel 2.4
Sarana dan Prasarana pada BKPSDM

NO BANGUNAN JUMLAH SATUAN
1 | Gedung Kantor BKPSDM 6 Unit
2 | Gedung Widyaiswara 2 Unit
3 | Gedung Kelas @40 orang 3 Unit
4 | Gedung Aula @100 orang 2 Unit l
5 | Gedung Asrama @60 orang 20 Kamar
6 | Gedung Asrama @40 orang 36 Kamar
7 | Rumah Dinas 1 Unit
8 | Ruang Diskusi 1 Unit
9 | Ruang Kesehatan/Klinik 1 Unit
10 | Mesjid 1 Unit
11 | Ruang Makan @100 orang 2 Ruang
12 | Perpustakaan 1 Unit
13 | Ruang Instalasi Diesel 1 Unit
14 | Gedung Dharma Wanita 1 Unit
15 | Gedung Pos Jaga 1 Unit
16 | Lapangan Olah Raga i Lapangan
17 | Halaman Upacara / Parkir 1 Halaman
Tabel 2.5
Daftar Aset Tetap BKPSDM
NO NAMA BARANG JUMLAH
I BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER 1,651
DAYAMANUSIA
1 | ALAT BESAR 2
- Transportable Generating Set 1

Renstra BKPSDM 2021-2026
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NO NAMA BARANG JUMLAH

Pompa Air 1

2 | KOMPUTER 236
- Komputer Jaringan lainnya 3

= P.CUnit 31

- LapTop 43

- Note Book 31

- Personal Komputer lainnya 9

- Komputer Unit Lainnya 2

- Hard Disk 15
peralatan mainframe lainnya (dst) 1

Scanner (Peralatan Mini Komputer) 7

- Printer (Peralatan Personal Komputer) 60
- Scanner (Peralatan Personal Komputer) 5
- Peralatan Personal Komputer lainnya 3

- Server 12
- Router 5
- Hub 1
- Modem 1
Peralatan Jaringan lainnya 5
- Peralatan Komputer lainnya 2
3 PERALATAN OLAH RAGA 1
Alat Tenis Meja |

Renstra BKPSDM 2021-2026
19



NO NAMA BARANG JUMLAH

4 | ALAT ANGKUTAN 29
- Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah ) 9
- Sepeda Motor 19
- alat angkutan darat bermotor lainnya lainnya 1

(dst)

5 | ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR 2
- Mesin Las Listrik 1
- Mesin Bor Tangan 1

6 | ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA 1,333
- Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inci) 1
- Mesin Ketik Listrik 2
- mesin ketik lainnya (dst) 2
- Lemari Besi/Metal 23
- Lemari Kayu 6
- Rak Besi 19
- Rak Kayu 4
- Filing Cabinet Besi 48
- Brandkas 1
- LemariKaca 1
- White Board 3
- Alat Penghancur Kertas 13
- Mesin Absensi 3
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NO NAMA BARANG JUMLAH
- Alat Pemotong Kertas 1
- LCD Projector/Infocus 13
- Papan Nama Instansi 1
- Alat Kantor Lainnya 8
- Meja Kerja Kayu 136
- Kursi Besi/Metal 5
- Sice 2
- Meja Rapat 34
- Tempat Tidur Kayu 145
- Meja Podium 3
- Meja Resepsionis 3
- Meja Tambahan 6
- Meja Bundar 32
- Meija 1/2 Biro 55
- Meja Makan Besi 24
- Kursi Rapat 50
- Kursi Tamu 6
- Kursi Putar 160
- Bangku Tunggu 8
- Kursi Lipat 181
- Meja Komputer 3
- Sofa 10
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NO NAMA BARANG JUMLAH
- Meubeleur lainnya 137
- Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner 2
- Mesin Pemotong Rumput 7
- Alat Pembersih lainnya 3
- Lemariks 2
- A.C. Window 12
- A.C.Split 18
- Televisi 4
- Sound System 7
- Wireless 8
- Megaphone 2
- Microphone 4
- Unit Power Supply 1

Camera Video 3
- Camera film 2
- Tangga Aluminium 1
- Dispenser ]
- Handy Cam 2
- Gordyin/Kray 1
- Pompa Kebakaran/Portable 1
- Meja Kerja Pejabat Eselon Il 3
- Meja Kerja Pejabat Eselon il 5
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NO NAMA BARANG JUMLAH
- Meja Kerja Pejabat Eselon IV 3
- Meja Kerja Pegawai Non Struktural 18
- Meja Kerja Pejabat lain-lain 16
- Kursi Kerja Pejabat Eselon || 8
= Kursi Kerja Pejabat Eselon Il 7
- Kursi Kerja Pegawai Non Struktural 15
- Kursi Kerja Pejabat lainnya 7
- Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis 11
- Buffet Kaca 2

7 ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR 45
- Audio Amplifier 3
- Microphone/Wireless MIC 9
- Uninterruptible Power Supply (UPS) 2
- peralatan studio audio lainnya (dst) 1
- Tripod Camera 2
- Film Projector 7
- Lensa Kamera 1
- Layar Film/Projector 2
- Camera Digital 5
- Camera Conference 1
- Mesin Barcode 2
- Facsimile 4

e ——————
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2.3.

NO NAMA BARANG JUMLAH

- Wireless Amplifier 2
peeralatan antena shf/parabola lainnya (dst) 1

- switcher/menara antena lainnya (dst) 1 |
" | - Power Distribution Board 1
- Genset 1
ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN 2
- Alat Kesehatan Umum lainnya - 2
ALAT LABORATORIUM | 1
- Layar I 1

Kinerja Pelayanan Bkpsdm Kabupaten Sukabumi

Sesuai dengan sumber daya yang dimiliki, Badan Kepegawaian dan
Pengembangan dan Sumber Daya Manusia belum dapat memberikan pelayanan
secara optimal. Namun demikian, upaya untuk meningkatkan pelayanan terus
dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan vyang tersedia dan
diharapkan pada saatnya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia dapat menjalankan fungsi serta misinya secara professional.

Kinerja pelayanan yang telah dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukabumi di dasarkan pada
pelaksanaan urusan wajib, dan indikator kinerja yang telah ditetapkan sesuai
dengan tupoksi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber DayaManusia.

Gambaran kinerja pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama limatahun

sebagai berikut:
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2.4, Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Kepegawaian
Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Sukabumi mempunyai fokus sasaran yang mengacu kepada Visi dan
Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di bidang pembangunan Sumber
Daya Aparatur. Berdasarkan hasil analisis Eksternal dan Internal dilingkungan
Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukabumi, tantangan
dan peluang bagi pengembangan pelayanan Kepegawaian dijelaskan sebagai

berikut:

A. Tantangan

Gambar 2.3
Tantangan BKPSDM

Tantangan bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kabupaten Sukabumi adalah faktor lingkungan (baik internal
maupun eksternal) yang kurang menguntungkan dan berpotensi
mempengaruhi tujuan organisasi. Berdasarkan gambar diatas, dijabarkan

tantangan pengembangan pelayanan kepegawaian sebagai berikut:

e ——— e ————_—,——
Renstra BKPSDM 2021-2026
27



a) Perubahan zaman dengan transformasi revolusi industri yang
sekarang telah mencapai tahap keempat atau Revolusi Industri

4.0 yang berbasiskan cyber pyhsical system, internet of thing,
dan biological technology, dimana mayoritas pelayanan yang diberikan

berbasis Sistem Online yang terpadu;

b) Pandemi Covid-19 dilihat dari prespektif sosiologis, adanya pandemi
COVID-19 telah merubah seluruh tatanan masyarakat dunia, salah
satunya struktur sosial pada masyarakat. Mulai dari tata kelakuan
(mores), kebiasaan (folkways), cara (usage), dan adat istiadat (custom)
berubah dan beradaptasi untuk menghadapi perubahan ditengah
wabah COVID-19;

c) Pemberlakuan merit sistem dan pola karir memberi kesempatan bagi
ASN untuk menduduki jabatan berdasarkan potensi, kompetensi dan

kinerja;

d) Assesment Center merupakan metode untuk pemetaan menggali
kompetensi perilaku ASN, sehingga dapat ditemukan sumber daya
potensial yang perlu dikembangkan oleh individu melalui sejumlah
simulasi. Simulasi-simulasi yang diberikan bertujuan untuk mengukur
kompetensi yang dibutuhkan maupun menjadi tuntutan individu dalam
menjalankan peran dan tugasnya saat ini ataupun masa yang akan

datang;

e) Big Data dalam kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang
demikian pesat serta pemanfaatannya secara luas menjadi unsur
penting yang sangat dibutuhkan, hal ini dapat membuka peluang bagi
pengelolaan, pendayagunaan informasi dalam volume yang besar
secara cepat dan akurat. Bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan
komunikasi dalam proses pemerintahan atau biasa disebut E-
Government dapat meningkatkan efesiensi, efektifitas dan

akuntabilitaspenyelenggaraan pemerintahan dalam hal ini pada bidang
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kepegawaian. Upaya optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan
komunikasi diterapkan pada pengolahan data, pengelolaan
informasi,sistem manajemen dan E-Kinerja serta pemberian pelayanan
publik agar dapat diakses secara mudah dan murah;

Tantangan dan peluang dalam pengelolaan sumber daya aparatur
yang dihadapi dari waktu ke waktu mengalami perubahan yang pesat
seiring dengan perubahan zaman dan kondisi global dalam lingkungan, tata
ruang, perilaku dan ekonomi. Hal ini berdampak pada tuntutan sosok
aparatur sipil negara yang professional dan memiliki pemikiran yang
visioner agar dapat memenuhi kebutuhan dan tuntutan masyarakat dalam
hal pelayanan dan pembangunan.

B. Peluang

Analisis terhadap lingkungan eksternal dilakukan dengan
mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung Program Pengelolaan,
Pembinaan dan Pengembangan ASN yang dilaksanakan oleh BKPSDM
Kabupaten Sukabumi dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di bidang Sumber Daya Aparatur,
adapun peluang kedepan dalam Pengelolaan, Pembinaan dan

Pengembangan ASN vyaitu:

1. Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi merupakan sebuah kebutuhan yang perlu di
penuhi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola
pemerintahan. Tata kelola pemerintahan yang baik adalah prasyarat utama
pembangunan nasional. Kualitas tata kelola pemerintahan akan sangat
mempengaruhi pelaksanaan program-program pembangunan nasional.
Semakin baik tata kelola pemerintahan suatu negara, semakin cepat pula

perputaran roda pembangunan nasional.

Berdasarkan peraturan Menteri PAN-RB Nomor 25 Tahun 2020

Tentang Roadmap Reformasi Birokrasi, tujuan akhir dalam lima tahun
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kedepan diharapkan melalui reformasi birokrasi pemerintah sudah
beranjak ke tahapan pemerintahan yang berbasis kinerja dan pada tahun
2025 diharapkan pemerintahan sudah beranjak pada tatanan
pemerintahan yang dinamis. Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka
dirumuskan sasaran reformasi birokrasi antara lain: (1) Birokrasi yang
bersih dan akuntabel; (2) Birokrasi yang efektif dan efisien; dan (3) Birokrasi
yang memiliki pelayanan publik berkualitas. Selanjutnya, untuk
mewujudkan ketiga sasaran reformasi birokrasi tersebut, ditetapkan area-
area perubahan birokrasi. Perubahan-perubahan pada area tertentu dalam
lingkup birokrasi diharapkan menciptakan kondisi yang kondusif untuk
mendukung pencapaian tiga sasaran reformasi birokrasi. Area-area

perubahan tersebut adalah:

1. Manajemen Perubahan vyang merupakan sumber dari
berjalannya birokrasi yang salah satu permasalahannya adalah
mental aparatur yang masih dipandang negatif oleh masyarakat
pada saat ini. Diharapkan ASN semakin membangun karakter
dan budaya kinerjanya agar lebih berintegritas, profesional,
netral dan bebas dariintervensi politik, bersih dan bebas dari
korupsi, kolusi dan nepotisme serta mampu menyelenggarakan

pelayanan publik yang berkualitas untuk masyarakat.

2. Deregulasi kebijakan juga dimaksudkan dengan
penyederhanaan peraturan dengan mengharmonisasikan
kebijakan yang selama ini menjadi sumber permasalahan dari
tumpang tindihnya peraturan dan menciptakan disharmonis.
Pemerintah dareah dituntut untuk mengeliminasi berbagai
kebijakan/peraturan yang akan menghambat/memperlambat
proses birokrasi, kecepatan dalam pemberian layanan serta

perkembangan zaman dan budaya.
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3. Penataan Organisasi dilakukan untuk menelaah keberadaan
Lembaga. Upaya vyang dilakukan adalah  bentuk
penyederhanaan birokrasi dengan harapan
disposisi/komunikasi menjadi lebih fleksibel dan tidak tumpang
tindih terkait tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan
pemerintahan.Penataan Tata Laksana yakni integrasi berbagai
aplikasi pendukung penyelenggaraan pemerintahan ataupun
pemberian pelayanan dengan harapan tersedianya sistem
informasi kepegawaian yangterpadu yang memungkinkan akses
data dan informasi kepegawaian secara lengkap, akurat, dan
terkini sebagai bahan pengambilan keputusan untuk
mendukung peningkatan pelayanan, peningkatan serta
pengembangan pegawai.

4. Penataan SDM Aparatur Kabupaten Sukabumi yang diharapkan
dapat menjadi ASN vyang professional, berintegritas dan
berdaya saing tinggi. Dengan perencanaan kebutuhan/formasi
jabatan didasarkan atas kebutuhan organisasi yang telah

ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

5. Penguatan Akuntabilitas sebagai bentuk pertanggung jawaban
penyelenggaran pemerintahan daerah melalui Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk dapat di
evaluasi dan menjamin APBD yang digunakan tepat sasaran,

efisien dan efektif.

6. Penguatan pengawasan dengan pembentukan Zona Integritas
(Z1) adalah strategi percepatan Reformasi Birokrasi melalui
pembangunan unit kerja pelayanan percontohan (Role Model)
yang terbebas dari korupsi (WBK) dan pelayanan yang prima
(WBBM) dengan fokus pada unit kerja yang mampu

membangun budaya anti korupsi dan memberikan pelayanan

e e
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prima sehingga dampaknya dapat langsung dirasakan oleh

masyarakat;
7. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan memberikan

Pelayanan Prima dengan jaminan menghasilkan kepuasan dan

memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai pengguna layanan.
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BAB I
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN
KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA

3.1. Identifikasi Masalah Berdasarkan Tugas Pokok Dan Fungsi Pelayanan

Isu kepegawaian yang mengemuka pada saat ini adalah persepsi
masyarakat memandang bahwa sebagian besar Pegawai Negeri Sipil yang
selanjutnya disebut Aparatur Sipil Negara (ASN) masih banyak pegawai yangbelum
memiliki kompetensi dan profesionalisme yang memadai dalam menangani tugas
dan fungsi di bidangnya terutama terkait dengan pelayanan publik.

Dari analisis isu strategis, yang menjadi permasalahan didaerah adalah
bagaimana kemudahan pelayanan dapat terlayani dengan baik. Adapun dari hasil
analisis lingkungan daerah, untuk mewujudkan pelayanan publik, yang menjadi
kekuatan adalah tersedianya sumber daya manusia yang memadai.

Analisis yang menjadi kelemahan daerah adalah pelayanan pemerintah
kepada masyarakat belum memuaskan sesuai harapan serta yang menjadi peluang
daerah adalah adanya political will secara nasional untuk memajukan sumber daya
manusia Indonesia melalui prioritas pembangunan pendidikan dan kesehatan.
Sedangkan menjadi ancaman daerah adalah era globalisasi yang harus diikuti
sesuai perkembangan oleh satuan kerja perangkat daerah.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan
perangkat daerah, sesuai tugas pokok dan fungsi adalah mengurusi administrasi
kepegawaian di daerah dengan sistem dan prosedur yang diatur dalam

peraturan  perundang-undangan yang meliputi perencanaan
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pengangkatan, penempatan dan pemindahan, pendidikan dan pelatihan, penggajian,
pemberhentian, sanksi (punishment) dan penghargaan (reward) serta pensiun. Untuk
mendukung program pembangunan pemerintah daerah selama 5 tahun kedepan, sesuai
agenda dan prioritas pembangunan diantaranya. Dari identifikasi pemasalahan
berdasarkan tugas pokok dan fungsi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia, adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Capaian Kondisi ERIne yong mampenganint Permasalahan
Aspek Kajian iaisting Internal Eksternal (Diluar Pelayanan SKPD
(Kewenangan SKPD) | Kewenangan SKPD)

1 2 3 4 5
Kualitas SDM Masih rendahnya | Kurangnya motivasi | Kurangnya fasilitas ® Rendahnya
aparatur kompetensi untuk mengikuti pemberian reward kompetensi
BKPSDM aparatur kegiatan bagi peserta pasca aparatur

pengembangan mengikuti kegiatan pemerintah;

SDM pengembangan SDM # Keterbatasan
anggaran untuk
pelaksanaan
kegiatan,

e Kompetensi | ® Masih # Keterbatasan ® Belum Tidak optimalnya
Sumber banyaknya fasilitas sarana dipahaminya Perda | pelaksanaan
Daya pejabat dan prasarana; No. 16 Tahun 2016 | tupoksi sebagal
Aparatur struktural yang | ® Belum oleh setiap SKPD; badan dalam

belum tersedianya data ® Sulitnya diperoleh | peningkatan SDM
mengikuti hasil analisis data dan informasi | aparatur;
Diklat kebutuhan dikiat. analisis kebutuhan
kepemimpinan diklat;
® Kurang s Kurangnya fasilitas
| kompetensi pemberian reward
aparatur bagi peserta pasca
pemerintah di mengikuti diklat
bidang kedinasan.
tugasnya

1. Pelayanan Rasio SDM yang Kurangnya Lemahnya Belum optimalnya
administrazi | menangani dukungan fasilitas penyampaian pelaksanaan
pegawai pelayanan kurang | pelayanan, sarana informasi secara Standar

seimbang dan prasrana bagi tepat dan cepat Operasional
penyelenggaraan karena jangkauan Prosedur (SOP)
dan penataan PNS lokasi PD yang
menyebar didaerah
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1 2 3 4 5
Peningkatan Masih tingginya 1. Kurangnya 1. Belum 1. Tidak optimalnya
Disipilin dan kasus dukungan dipahaminya pelaksanaan
Kinerja peianggar?n kebijakan dalam aturan pembinaan
pegawal :ﬁf::;g:;:; - me Iak.sanakan kepegawaian pegawai,
Kifiéria Pegawal pembinaan, secara pengembangan dan
pada Perangkat pengembangan menyeluruh oleh pengawasan
Daerah dan pengawasan setiap PNS pegawai
kepada PNS 2. Kondisilingkungan | 2. Tidak optimalnya
2. Kurangnya kerja yang kurang Kinerja Pegawai
Monitoring dan Kondusif
Evaluasi hasil
Kinerja Pegawai
Kualifikasi Pengembangan Belum adanya Mindset PNS Belum terpenuhinya
Kompetensi karir pegawai sistem sistem pola terhadap karir lebih proposionalitas,
Pegawai belum optimal karir yang jelas berorientasi kuantitas, kualitas,
sesuai Jabatan | sesuai dengan untuk dijadikan mengajar jabatan distribusi dan
kompetensi pedoman bagi structural komposisi SDM sesuai
jabatan pegawai dibandingkan jabatan | dengan kebutuhan
fungsional tertentu Organisasi.
Eksistensidan | Masih lemahnya e Keterabatasan ® Masih rendahnya & Kurangnya SDM
citra KORPRI peran serta sarana dan jiwa Korps diantara aparatur
KORPRI prasarana anggota KORPRI e Masih kurangnya
® Kurangnya * Masih rendahnya sarana dan
dukungan kompetensi dan prasarana
anggaran profesionalisme
® Keterbatasan dalam pelaksanaan
SDM tugas yang dimiliki
oleh anggota KORPRI
# Masih rendahnya
kesejahteraan
anggota KORPRI
termasuk para calon
Purna Bhakti
® Kurangnya
penghargaan
(rewards) bagi
anggota KORPR| yang
mempunyai prestasi
3.2  Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

Terpilih

Secara teoritik, perumusan rencana kerja terlebih dahulu diawali oleh

proses analisis mendalam terhadap persoalan yang muncul atau diperkirakan ada

dalam dinamika pencapaian visi dan misi. Oleh karenanya perumusan masalah

yang telah, sedang maupun yang akan dihadapi menjadi suatu hal yang tidak
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boleh dihindari, agar senantiasa dapat terjaga korelasi yang positif antara visi, misi
serta kebijakan yang tepat untuk mencapai sasaran yang diharapkan.

Demikian juga, visi, misi, kebijakan yang ditetapkan oleh Satuan Kerja
Perangkat Daerah harus selaras dan sesuai dengan visi, misi strategi dan kebijakan
pemerintah kabupaten dalam hal ini Kebijakan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah.

Pasca pemilu kepala daerah tahun 2021, Kabupaten Sukabumi telah
memiliki  Bupati dan Wakil Bupati yang menjadi penanggungjawab
penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk periode 2021 - 2026. Pada periode
masa jabatan Pemerintah Kabupaten Sukabumi tersebut, menetapkan Visinya
sebagaimana yang tertuang pada RPJMD Kabupaten Sukabumi tahun 2021 - 2026.
Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan
peluang yang ada, maka Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten
Sukabumi Tahun 2021 - 2026 adalah “TERWUJUDNYA KABUPATEN SUKABUMI
YANG RELIGIUS, MAJU, DAN INOVATIF MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA LAHIR
BATIN".

Melalui visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi
pada masa yang akan datang, diharapkan Kabupaten Sukabumi dapat lebih
berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup regional maupun nasional,

Penjabaran makna dari Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 adalah :

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:
1, Kabupaten Sukabumiyang Religius, Maju, dan Inovatif
Pembangunan Kabupaten Sukabumi merupakan proses perubahan
yang direncanakan dalam memperbaiki berbagai aspek kehidupan
masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil
dan merata. Proses perubahan tersebut mencakup sistem sosial,
termasuk politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan
teknologi, kelembagaan, hingga budaya daerah. Merupakan

perwujudan Pemerintah Kabupaten Sukabumi yang menjadikan
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aktivitas dan nilai-nilai keagamaan sebagai pondasi utama
dalam menjalankan pembangunan untuk mewujudkan keadaan
masyarakat yang lebih baik secara sosial dan ekonomi, serta ditandai
dengan perubahan kehidupan masyarakat vyang memiliki
peradabanyang lebih tinggi. Kondisi ini dimulai dengan perubahan tata
kelola pemerintahan yang inovatif, profesional dan akuntabel, yang
memberikan ruang bagi masyarakat untuk berkreasi dan berinovasi,
sehingga dapat memanfaatkan semua potensi yang dimiliki, terutama
aspek sumber daya manusia, sumber daya alam, serta posisi
geostrategis Kabupaten Sukabumi yang menjadi pusat pengembangan
wilayah selatan Jawa Barat serta Pulau Jawa.

2. Masyarakat Sejahtera Lahir dan Batin

Merupakan Keadaan masyarakat yang makmur secara ekonomi, sehat

jiwa dan raga, serta hidup di lingkungan yang nyaman, aman dan

damai. Kondisi ini dapat terwujud ketika masyarakat Kabupaten

Sukabumi telah terpenuhi segala kebutuhannya baik kebutuhan

jasmani maupun rohani. Sehingga mampu membantu pencapaian ke

empat misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, yaitu sumber daya

manusia yang berdaya saing (misi 1), meningkatkan produktifitas

Ekonomi (misi 2), meningkatkan konektifitas (misi 3) serta peningkatan

kualitas Pelayanan Publik yang baik (misi 4).

Untuk mewujudkan visi termaksud dan dalam upaya mendorong

efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki,

ditetapkan misi sebagai berikut :

1. MEMBANGUN SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERIMAN,
BERBUDAYA DAN BERDAYA SAING;

2. MENINGKATKAN PRODUKTIFITAS DAN DAYA SAING EKONOMI
BERBASI AGROBISNIS DAN PARIWISATA BERKELANJUTAN;

3. MENINGKATKAN KONEKTIFITAS UNTUK PERCEPATAN
PERTUMBUHAN WILAYAH;
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4. MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK YANG INOVATIF,
PROFESIONAL, DAN AKUNTABEL.

Penjelasan masing-masing dari misi di atas dijabarkan sebagai berikut:

1. Membangun Sumber Daya Manusia yang Beriman, Berbudaya dan
Berdaya Saing
Sejatinya, manusia memegang peran dan menjadi motor penggerak
semua komponen yang ada di dunia, sehingga manusia adalah ujung
tombak dalam pengelolaan sumberdaya alam secara keseluruhan.
Untuk mewujudkan Kabupaten Sukabumi yang maju, maka perlu
dilakukan perubahan ke arah yang positif dengan membangun
sumberdaya manusia yang handal dalam hal ketakwaan kepada Tuhan
yang Maha Esa/Allah SWT, norma sosial dan budaya lokal serta
mampu mencari strategi yang tepat guna memenangkan persaingan.
Sumber daya manusia berperan dalam perencanaan, pelaksanaan,
pengawasan, dan pengendalian pengelolaan sumberdaya lainnya demi
pencapaianvisi yang maksimal

2. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Berbasis
Agrobisnis dan Pariwisata Berkelanjutan.
SDM yang handal dan berdaya saing diharapkan mampu mendongkrak
produktivitas dan daya saing ekonomi dengan mengoptimalkan
pengelolaan seluruh potensi unggulan daerah khususnya di bidang
pertanian dan pariwisata, namun tetap memperhatikan daya dukung
dan daya tampung lingkungan, yang secara langsung akan
berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukabumi.
Peningkatan produktivitas dan nilai tambah yang saat ini paling
optimal memberikan dampak turunan positif di berbagai aspek yang
ujungnya pada pertumbuhan ekonomi adalah sektor pariwisata yang
berkelanjutan. Perntumbuhan ini akan membuka kesempatan kerja

dan lapangan usaha bagi masyarakat.

———
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3. Meningkatkan Konektivitas untuk Percepatan Pertumbuhan Wilayah

Pembangunan sumberdaya manusia, pertumbuhan ekonomi dan
pemerataan pembangunan antar wilayah akan dapat di akselerasi
jikaakses penghubung antar wilayah terbangun dengan baik. Kondisi
wilayah Kabupaten Sukabumi yang luas dengan topografi yang
sangatberagam, menjadi tantangan dalam peningkatan konektivitas.
Konektivitas wilayah ini tidak hanya terkait infrastruktur jalan,
namun juga teknologi. Pembangunan infrastruktur baik hardware
(jalan, jembatan, pelabuhan, bandara) maupun sotfware (teknologi
informasidan komunikasi) akan membuka konektivitas antar wilayah di
daerah.Konektivitas yang mudah dapat menurunkan biaya logistik,
meningkatkan daya saing usaha dan dapat menumbuhkan kegiatan
ekonomi baru. Kerja sama antar wilayah juga akan menjadi mudah
sehingga pemerataan pembangunan dapat ditingkatkan.

4. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Inovatif, Profesional
dan Akuntabel
Pelayanan Publik yang cenderung berbelit-belit, lambat, mahal dan
melelahkan masih merupakan persoalan yang dikeluhkan oleh
masyarakat. Kecenderungan seperti itu terjadi karena masyarakat
masihdiposisikan sebagai pihak yang “melayani” bukan yang dilayani.
Untuk itu, dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Sukabumi yang
maju, inovatif, sejahtera lahir batin diperlukan adanya reformasi
birokrasi di tataran pemerintahan. Profesionlaisme birokrasi
merupakan persyaratan mutlak untuk mewujudkan good governance,
sedangkan akuntabilitas dan transparansi birokrasi merupakan
prasyarat untuk mewujudkan cleon government. Profesionalisme dan
akuntabilitas ini lebih ditekankan pada kemampuan, keterampilan dan
keahlian aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan publik
yang responsif, transparan, efektif dan efisien. Dalam rangka
mewujudkan efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas pelayanan publik
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maka diperlukan aparatur pelayanan publik yang kreatif, inovatif,
bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang mampu
membaca kebutuhan masyarakat. Inovasi pelayanan publik akan
ditingkatkan dengan memanfaatkan perkembangan dunia dengan
mendigitalisasi pelayanan di semua sektor (E-Government).

Dengan memperhatikan penjabaran Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati
Sukabumi di atas, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Sukabumi memiliki keterkaitan tugas dan fungsi dengan Misi
Keempat.

Berdasarkan uraian visi dan misi Kabupaten Sukabumi dapatlah dianalisis
dan diidentifikasi program-program yang menjadi prioritas daerah ditinjau dari
pelayanan, permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam pencapaian visi dan misi
daerah tergambar dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi,Misi dan
Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

VISi : Terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang Religius, Maju, dan Inovatif Menuju Masyarakat Sejahtera

Lahir Batin
Misi dan Faktor
No Program Permasalahan T )
KDH dan Wakil Pelayanan SKPD Penghambat Pendorong
KDH terpilih
| 1 2 3 4 5
1. | Misil

| Membangun Sumber Daya Manusia yang Beriman, Berbudaya dan Berdaya Saing;

E [ [ |

2. .| Misi 2
| Meningkatkan Produktifitas dan Dayo Saing Ekonomi Berbasis Agrobisnis dan Pariwisata
Berkelanjutan;

3. Misi 3
Meningkatkan Konektifitas untuk Percepatan Pertumbuhan Wilayah

R £ [- E
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4. Misi 4

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Inovatif, Profesional dan Akuntabel

1. Program
Kepegawaian

2. Program

Sumber Daya
manusia

Pengembangan

1. Rendahnya
kompetensi
aparatur
pemerintah

2. Ketersediaan
saranadan
prasarana
penunjang yang
belum memadai;

3. Tidak optimalnya
pelaksanaan
tupoksi sebagai
Badan dalam
pengembangan
SDMaparatur;

4. Belum optimalnya

pelaksanaan
Standar
Operasional
Prosedur(SOP);

5. Tidak optimalnya
pelaksanaan
pembinaan,
pegawai,
pengembangan
dan pengawasan
kinerja pegawai;

6. Belum
terpenuhinya
proposionalitas,
kuantitas,
kualitas,
distribusi dan
komposisi SDM
sesual dengan
kebutuhan
organisasi;

7. Kurangnya
SDM
aparatur.

1.

()

Keterbatasan
anggaran untuk
kegiatan diklat
apartur, serta
pengembangan
fasilitas dan sarana
penunjangnya;

. Kurangnya motivasi

untuk mengikuti
kegiatan
pengembangan SDM;

. Belum adanya sistem

pola karir yang jelas;

. Kurangnya dukungan

kebijakan dalam
melaksanakan
pembinaan,
pengmbangan dan
pengawasan kinerja
kepada PNS;

. Wilayah Kabupaten

Sukabumiyang luas.

* Ketersediaan
tenaga
Widyaiswara yang
memadai;

® Diperolehnya
sertifikat
penyelenggaraan
diklat aparatur;

® Adanya Standar
Operasional
Prosedur {SOP)
yang jelas;

e Ketersediaan
aparatur yang
memiliki
kompetensi
pendidikan dan
komitmen kinerja
yang baik;

® Tersedianya Sistem
Informasi
kepegawaian;

e Adanya Peraturan
terkait KORPRI;

® Adanya E-Kinerja
dan sistem
pemberian
Tunjangan berbasis
Merit.

e —
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3.3  Telaahan Renstra Kementerian Dan Renstra Provinsi/Kabupaten

Dokumen Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Sukabumi merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5
(lima) tahun, dan bersumber dari dokumen RPJMD Kabupaten Sukabumi
periode 2021-2026. Sedangkan RPIMD Kabupaten Sukabumi bersumber dari
RPIMD Propinsi yang tentu saja inspirasi dan sumbernya adalah RPJP Nasional dan
RPJM Nasional. Dari RPJM Nasional melahirkan Renstra Kementrian yang relevan
dan searah dengan Renstra Kabupaten/Kota. Dalam hal ini, Renstra BKPSDM
Kabupaten Sukabumi harus relevan dan searah dengan Renstra Kementerian PAN-
RB, BKN Pusat, dan Renstra LAN Rl serta Renstra BKD Propinsi Jawa Barat.

Untuk menunjukan prioritas dalam menjalankan perubahan menuju
Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam ekonomi dan
berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan Sembilan agenda prioritas dalam
pemerintahan kedepan yang disebut Nawa Cita, yaitu:

1.  Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan

memberikan rasa aman pada seluruh warga negara.

2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif,
demokratis dan terpercaya.

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-
daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

4,  Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi system
penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.

5.  Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar
internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit
bersama bangsa-bangsa Asia lainnya. Dalam agenda ini, peningkatan
daya saing tenaga kerja menjadi salah satu aspek pembangunan yang
sangat penting.

7.  Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-

sektor strategis ekonomi domestik.
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8.  Melakukan revolusi karakter bangsa.

9.  Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial

Indonesia.

Oleh karena keterkaitannya, perlu pula dibahas visi dan misi Kementerian
PAN-RB, BKN Pusat, LAN Rl dan BKD Propinsi Jawa Barat, sebagai berikut:
A. Kementerian PAN-RB
. Visi :
“Terwujudnya aparatur negara yang profesional, efektif, efisien dan
akuntabel dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi menuju
Kepemerintahan yang Baik”.
. Misi :
Meningkatkan kualitas pelayanan publik;
Meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur;
Meningkatkan koordinasi pengawasan;

Terwujudnya kelembagaan yang efektif dan efisien;

U T B A

Meningkatkan efektivitas dan efisiensi ketatalaksanaan;
6. Meningkatkan profesionalitas SDM aparatur.
Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, Kementrian PANRB
menetapkan lima (5) tujuan yang akan dicapai oleh organisasi dalam, yaitu:
1)  Terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien;
2)  Terwujudnya SDM Aparatur yang kompeten dan kompetitif;
3)  Terwujudnya pemerintahan yang terbuka dan melayani;
4)  Mewujudkan aparatur yang bersih, bebas KKN, dan akuntabel;
5) Mewujudkan aparatur Kemen PANRB yang profesional dan ~
berkinerja tinggi.
B. Badan Kepegawaian Negara (BKN)
. VISI :
“Pegawai Negeri Sipil yang Profesional, Netral, dan Sejahtera”.
. Misi :
1. Mengembangkan Sistem Manajemen SDM PNS;
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Merumuskan kebijakan pembinaan PNS dan menyusun peraturan
perundang-undangan kepegawaian;

Menyelenggarakan pelayanan prima bidang kepegawaian;
Mengembangkan sistem informasi manajemen kepegawaian;
Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian kepegawaian;

Menyelenggarakan manajemen internal BKN. Sedangkan tujuan Rencana
Strategis BKN Rl adalah:

1. Mewujudkan Manajemen Kepegawaian yang Modern;
2. Mewujudkan Pelayanan Prima Bidang Kepegawaian;
3. Mewujudkan Manajemen Internal yang Efektif, Efisien, dan

Akuntabel.

Dengan Sasaran Rencana Strategis BKN RI yakni:

: £

o v oA woN

s

Meningkatkan Efektifitas Sistem Perencanaan dan Pengembangan
Kepegawaian;

Meningkatkan Sistem Pembinaan Kinerja yang Optimal;

Meningkatkan Kualitas Rumusan Perundang undanganKepegawaian;
Meningkatkan Sistem Informasi Kepegawaian yang Terintegrasi;
Meningkatkan Efektifitas Sistem Pengawasan dan PengendalianKepegawaian;
Meningkatkan Efektifitas Koordinasi Perencanaan Program,Sumber Daya,
serta Pengelolaan Administrasi;

Meningkatkan Pemenuhan Standar dan Mutu Sarana PrasaranaKantor.

C. BKD Provinsi Jawa Barat

= \Visi:

“Pegawai Negeri Sipil Jawa Barat yang BAIK (Bermutu, Akuntabel,Inovatif, Kreatif)”

1.

Mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang Disiplin,Bermutu,Akuntabel,

Inovatif dan Kreatif;

Meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian dan

pengelolaan data kepegawaian berbasis teknologi informasi;

Meningkatkan kesejahteraan aparatur berbasis kinerja.
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D. Renstra LAN RI

Dengan mempertimbangkan peran LAN dalam pembangunan nasional dan
program reformasi birokrasi nasional, visi LAN 2020- 2024 merupakan gambaran
atas kondisi, posisi, dan peran LAN dalam kedua kerangka kebijakan tersebut
dirumuskan sebagai berikut.

“Sebagai |Institusi Pembelajar Berkelas Dunia yang Mampu menjadi
Penggerak Utama dalam mewujudkan World ClassGovernment Untuk Mendukung
Visi Indonesia Maju yang berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian berlandaskan
gotong royong”

Tujuan strategis adalah penjabaran visi LAN dikaitkan dengan rencana
sasaran nasional yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran program
prioritas presiden. Adapun sasaran strategis adalah kondisi yang akan dicapai
secara nyata oleh LAN yang mencerminkan pengaruh (impact) yang ditimbulkan
oleh adanya hasil satu atau beberapa program. Dalam perencanaan strategis 2020-
2024, ukuran ketercapaian tujuan strategis LAN ditandai oleh ketercapaian
indikator-indikator sasaran strategis pada tahun terakhir renstra, yaitu 2024.
Adapun tujuan Rencana Strategis LAN Rl adalah sebagai berikut:

1. Menjadi institusi pembelajar berkelas dunia melalui Pengembangan
Kompetensi Aparatur, Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara
dalam mewujudkan World Class Government;

2. Mewujudkan LAN sebagai organisasi pembelajar yang berkinerja tinggi.

Sementara sasaran Rencana Strategis LAN Rl adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Institusi pembelajar berkelas dunia melalui
Pengembangan Kompetensi Aparatur, Kebijakan dan Inovasi
Administrasi Negara dalam mewujudkan World Class Government;

2. Terwujudnya organisasi pembelajar LAN yang berkinerja tinggi.
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3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap
unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek
administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang
memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaKabupaten
Sukabumi tidak terkait secara langsung ke dalam dokumen Rencana Tata Ruang
Wilayah dan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis, oleh karena itu didalam
Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun
2021-2026 ini tidak di uraikan analisanya.

Namun dalam rencana RPID Provinsi Jawa Barat, wilayah Jabar Selatan
khususnya daerah Pelabuhanratu akan dijadikan pusat pengembangan
pemanfaatan ruang wilayah Maritim Provinsi Jawa Jawa Barat di bagian selatan,
dimana Kabupaten Sukabumi diharapkan memiliki fungsi utama sebagai penunjang
sistem maritim di Jabar Selatan. Kebijakan dan Strategi penataan ruang wilayah
Kabupaten diantaranya adalah pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah.
Dari isu strategis tersebut sasaran yang diharapkan dalam Renstra Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Sukabumi kedepan adalah peningkatan
pengembangan sarana dan prasarana pelayanan kepegawaian melalui Sistem
Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) dan data elektronik secara
terintegrasi. Dengan tersedianya sistem jaringan tersebut diharapkan mampu
meningkatkan kualitas pelayanan kepegawaian daerah yang baik dalam
menghadapi era globalisasi.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Penentuan isu-isu strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukabumi Periode Tahun 2021-2026 yang harus
ditangani secara berkesinambungan untuk mendukung isu strategis daerah
dilakukan dengan menggunakan Analisa SWOT (Strength, Weakness, Opportunity,
Threat) sebagai berikut:

e ————— e
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Tabel 3.3

Analisis SWOT pada BKPSDM
| Analisis SWOT - Strength, Weakness, Opportunities and Threats
! Kekuatan : Kelemahan :
Faktor Internal 1. Kebijakan Manajemen| 1. Terbatasnya alokasi
ASN anggaran pengembangan
2. Kebijakan Pengembangan kompetensi ASN
Kompetensi ASN 2. Minimnya akses
3. Memiliki Lembaga mengikuti pengembangan
Penyelenggara Pelatihan kompetensi ASN
/Diklat Terakreditasi B 3. Kurang lengkapnya sarana
4, Memiliki  Widyaiswara/ dan prasarana
‘ Tenaga Pengajar pengembangan
5. Memiliki Analis kompetensi ASN
‘ Kepegawaian 4. Belum adanya
6. Tersedia Dokumen RPIMD Widyaiswara pengampu
yang mendukung misi pelatihan  teknis dan
Faktor Eksternal pengembangan SDM fungsional
7. Memiliki Nilai Organisasi|5. Kurang optimalnya
Agile dan  Komitmen implementasi sistem
| Pengembangan SDM merit
Aparatur 6. Belum terintegritasinya
8. Memiliki dokumen analisis data pengembangan
kebutuhan diklat ( AKD). kompetensi ASN vyang
9. Memiliki 9 aplikasi berdampak terhadap
penunjang  pengelolaan rendahnya Indeks
kepegawaian dan Profesionalitas ASN (IP-
pelatihan ASN ASN)
7. Kurang optimalnya
penerapan Aplikasi
SIMPEG
Peluang : Strategi Peluang dan|Strategi Kelemahan dan
Kekuatan : Peluang :
1. Perkembangan teknologi
informasi yang mendukung| 1. Penerapan Community of 1. Pengembangan dan
pengembangan kompetensi Pratice (CoP) pembaharuan sarana dan
ASN; Pengembangan prasarana pelatihan ASN I
|2. Perkembangan Model/Pola Kompetensi ASN 2. Optimalisasi penerapan
| Pelatihan  ASN  berbasis| 2. Penguatan komitmen nilai Aplikasi SIMPEG
aplikasi organisasi Agile melalui{3. Up groding  aplikasi
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‘3. Terbukanya Kerjasama Building  Learning and pelatihan ASN dan aplikasi
Pengembangan Kompetensi Commitment berkelanjutan manajemen ASN
ASN dengan 4. Meningkatkan Kerjasama

| Instansi/Perangkat  Daerah dengan perguruan tinggi/

| lainnya Lembaga penyelenggara

4. Terjalin komunikasi dengan pelatihan, meia pers,
pengelola kepegawaian pada lembaga swasta dan
perangkat daerah masyarakat;

5. Peningkatan  kesejahteraan 5. Mengoptimalkan
pegawai; penilaian mandiri public

merit
Ancaman : Strategi Ancaman dan Strategi Kelemahan dan
Kekuatan: Ancaman:

1. Reformasi birokrasi dengan

| daya saing ASN yang semakin| 1. Penerapan Corporate|1. Keterbukaan Informasi
ketat University (Corpu) BKPSDM public mengenai

2. Tuntutan terhadap kualitas| 2. Inovasi penyelenggaraan penyelenggaraan
penyelenggraan pelatihan pelatihan ASN pelatihan ASN dan
yang profesional Inovasi pengelolaan manaemen ASN

3. Tuntutan terhadap tata kelola manajemen ASN 2. Perubahan mind-set,
kepegawaian sesuai sistem culture-set dan prilaku
merit birokrasi dari orientasi

4. Tuntutan keterbukaan dilayani ke paradigma
informasi manajemen ASN melayani

5. Bencana alam dan non alam 3. Pengiriman pegawai

dalam pelatihan teknis

dan fungsional

Dari hasil analisis penentuan isu-isu strategis Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukabumi sehingga mendapat

kesimpulan sebagai berikut:

“Isu strategis SDM aparatur Kabupaten Sukabumi adalah rendahnya

Indeks Profesionalitas ASN pada dimensi kualifikasi dan kompetensi”
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BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kepegawaian Dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Penetapan tujuan dan sasaran merupakan tahap terpenting dalam
perencanaan pembangunan dan akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja
pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran
strategis yang menunjukkan suatu tingkatan prioritas tertinggi dalam rumusan
kebijakan pada perencanaan pembangunan jangka menengah daerah,

Tujuan pembangunan adalah penjabaran atau implementasi dari
pernyataan visi dan misi yang menunjukkan hasil akhir jangka waktu tertentu.
Hal ini mengindikasikan bahwa tujuan adalah suatu pernyataan-pernyataan
tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi
dengan menjawab seluruh isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah.
Pernyataan tujuan harus menunjukkan suatu kondisi optimal yang ingin dicapai
dimasa datang dan juga diselaraskan dengan amanat pembangunan nasional,

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai secara
nyata oleh Kabupaten Sukabumi dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang
lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Sasaran
dinyatakan sesuai indikator secara spesifik, fokus, terukur, dan dapat dicapai
dengan indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang
akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun pelaksanaan pembangunan jangka
menengah.

Selanjutnya, sasaran dipisahkan menjadi sasaran makro dan sasaran
spesifik pembangunan daerah sebagai arsitektur kinerja ‘impact’ yang saling

_————-— - - L —  — — ———-— )
Renstra BKPSDM 2021-2026
49



terhubung dimana sasaran makro merupakan lagging indiktor yang dipicu oleh
sasaran spesifik sebagai leading indikator. Dengan demikian, sasaran makro
pembangunan merupakan representasi langsung keberhasilan pencapaian tujuan
pembangunan daerah yang sekaligus menjadi indikator utama pencapaian

pembangunan jangka menengah Kabupaten Sukabumi.

Berdasarkan visi dan misi, maka sasaran pembangunan Kabupaten
Sukabumi selama periode pembangunan 2021 - 2026 dapat diuraikan sebagai
berikut,

1. Terwujudnya Masyarakat yang Mandiri Melalui Pembinaan Sejak Dini

dalam Lingkungan yang Religius;

2. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Berbasis Agrobisnis

dan Pariwisata Berkelanjutan;

3. Meningkatnya Pertumbuhan Infrastruktur Daerah yang Berkualitas;

4. Terwujudnya Sistem Pemerintahan yang Akuntabel dan Melayani;

Berdasarkan tujuan pembangunan daerah sebagai representasi visi dan
misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Sukabumi diatas tujuan jangka
menengah yang yang relevan dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia yakni tujuan ke 4, yaitu: Terwujudnya Sistem Pemerintahan
yang Akuntabel dan Melayani.
Guna mewujudkan reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan
yang bersih dan profesional, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai
adalah:
a. Meningkatnya Pengamalan Nilai-Nilai Keagamaan Dalam Kehidupan
Bermasyarakat;

b. Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan Jangkauan
Pelayanan Kesehatan;

c. Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak;

d. Meningkatnya Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan;

e. Menurunnya Tingkat Kemiskinan;
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f.  Meningkatnya Pelestarian dan Pengembangan Budaya Lokal;
g. Menurunnya Tingkat Pengangguran;

h. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dan Ketahanan Pangan MelaluiSektor
Pertanian, Kelautan dan Perikanan;
i.  Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata;

j.  Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Daerah Sektor Agribisnis dan
Pariwisata;

k. Meningkatnya Skala Usaha Pelaku Ekonomi;

I.  Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup;

m. Meningkatnya Luas Cakupan Wilayah Komunikasi Dan Informatika
Daerah;

n. Meningkatnya Kualitas Infrasturktur;

0. Meningkatnya Kondisi Sarana Dan Prasarana Dasar Pemukiman;

p. Meningkatnya Kinerja Layanan Transportasi;

q. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan
Akuntabel

r. Meningkatnya Inovasi Daerah;

Keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka
menengah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 yang dikaitkan dengan Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah sebagai berikut:
Misi 4 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik vyang Inovatif,

Profesional dan Akuntabel

Tujuan ¢ Terwujudnya Sistem Pemerintahan yang Akuntabel dan Melayani
Sasaran : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan
Akuntabel
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Indikator Kinerja:
1. Indeks Profesional ASN

Berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019
Tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas
Aparatur Sipil Negara. Pengukuran Indeks Profesionalitas merupakan suatu instrumen
yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN
yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya
pengembangan profesionalisme ASN. Adapun dalam pengukuran tersebut
menggunakan Standar Profesionalitas ASN sebagai kriteria yang digunakan utnuk
mengukur tingkat profesionalitas ASN yang mencakup dimensi kualifikasi, kompetensi,
kinerja, dan disiplin.

1. Dimensi Kualifikasi

* Diperhitungkan dengan nilai bobot 25% dari keseluruhan pengukuran;

* Indikator yang digunakan adalah jenjang pendidikan formal terakhir

yang dicapai oleh PNS, meliputi:

o

Pendidikan S-3 (Strata Tiga);
b. Pendidikan S-2 (Strata Dua);
¢. Pendidikan S-1 (Strata Satu)/D-IV (Diploma Empat);
d. Pendidikan D-lll (Diploma Tiga);
e. Pendidikan D-ll (Diploma Dua)/D-l (Diploma Satu)/ Sekolah
Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)/sederajat; dan
f. Dibawah SLTA
* Instrumen Pengukuran pada dimensi kualifikasi bobot penilaiannya
sebagai berikut:
a. Bobot nilai sebesar 25 (dua puluh lima) bagi PNS vyang
memperoleh/memiliki pendidikan S-3 (Strata Tiga);
b. Bobot nilai sebesar 20 (dua puluh) bagi PNS vyang

memperoleh/memiliki pendidikan S-2 (Strata Dua)
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c. Bobot nilai sebesar 15 (lima belas) bagi PNS vyang
memperoleh/memiliki pendidikan S-1 (Strata Satu) /D-IV (Diploma
Empat);

d. Bobot nilai sebesar 10 (sepuluh) bagi PNS yang
memperoleh/memiliki pendidikan D-1ll (Diploma Tiga);

e. Bobot nilai sebesar 5 (lima) bagi PNS yang memperoleh/memiliki
pendidikan D-ll (Diploma Dua)/D-l (Diploma Satu)/ Sekolah
Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)/sederajat; dan f. Bobot nilai sebesar 1

(satu) bagi PNS yang memperoleh/memiliki pendidikan di bawah SLTA.

2.  Dimensi Kompetensi

Diperhitungkan dengannilai bobot 40% dari keseluruhanpengukuran
Indikator yang digunakan yaitu riwayat pengembangan kompetensi
yang terdiri atas:

a. Diklat Kepemimpinan;

b. Diklat Fungsional;

c. Diklat Teknis; dan

d. Seminar/Workshop/Magang/Kursus/sejenisnya.

Instrumen Pengukuran pada diklat kepemimpinan bobot penilaiannya

sebagai berikut:

a. Bobot nilai sebesar 15 (lima belas) bagi PNS yang menduduki
jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan
pengawas yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan
kepemimpinan sesuai dengan jabatan yang diduduki; dan;

b. Bobot nilai sebesar 0 (nol) bagi PNS yang menduduki jabatan
pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas
yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan

sesuai dengan jabatan yang diduduki.

Instrumen Pengukuran pada diklat fungsional bobot penilaiannya

sebagai berikut:
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d.

Bobot nilai sebesar 15 (lima belas) bagi PNS yang menduduki
jabatan fungsional dan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan
fungsional sesuai dengan jabatan yang diduduki; dan

Bobot nilai sebesar 0 (nol) bagi PNS yang menduduki jabatan
fungsional dan belum mengikuti pendidikan dan pelatihan

fungsional sesuai dengan jabatan yang diduduki.

Instrumen Pengukuran pada diklat teknis paling sedikit 20 (dua puluh)

JP dengan bobot penilaian sebagai berikut:

d.

Bobot nilai sebesar 15 (lima belas) bagi PNS yang menduduki
jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas,
dan jabatan fungsional yang telah mengikuti pendidikan dan
pelatihan teknis paling sedikit 20 (dua puluh) JP yang mendukung
tugas dan fungsi jabatannya;

Bobot nilai sebesar 0 (nol) bagi PNS yang menduduki jabatan
pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan
jabatan fungsional yang belum mengikuti pendidikan dan
pelatihan teknis paling sedikit 20 (dua puluh) JP yang mendukung
tugas dan fungsi jabatannya;

Bobot nilai sebesar 22,5 (dua puluh dua koma lima) bagi PNSyang
menduduki jabatan pelaksana yang telah mengikuti pendidikan
dan pelatihan teknis paling sedikit 20 (dua puluh) JP yang

mendukung tugas jabatannya dalam 1 (satu) tahun terakhir;dan

Bobot nilai sebesar 0 (nol) bagi PNS yang menduduki jabatan pelaksana

yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan teknispaling sedikit 20

(dua puluh) JP yang mendukung tugas jabatannya dalam 1 (satu) tahun

terakhir.

Instrumen Pengukuran pada seminar / workshop / kursus / magang /

sejenisnya dengan bobot penilaian sebagai berikut:

a,

Bobot nilai sebesar 10 (sepuluh) bagi PNS yang menduduki jabatan
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pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan
jabatan fungsional yang telah mengikuti seminar/ workshop /
kursus / magang / sejenisnya sesuai jabatannya dalam 2 (dua)

tahun terakhir;

b. Bobot nilai sebesar 0 (nol) bagi PNS yang menduduki jabatan

pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan
jabatan fungsional yang belum mengikuti seminar / workshop /
kursus / magang / sejenisnya sesuai jabatannya dalam 2 (dua)

tahun terakhir;

c. Bobot nilai sebesar 17,5 (tujuh belas koma lima) bagi PNS yang
menduduki jabatan pelaksana yang telah mengikuti seminar /
workshop / kursus / magang / sejenisnya sesuai jabatannya dalam
2 (dua) tahun terakhir; dan d. Bobot nilai sebesar 0 (nol) bagi PNS
yang menduduki jabatan pelaksana yang belum mengikuti
seminar/ workshop / kursus / magang / sejenisnya sesuai
jabatannya dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Keikutsertaan dalam seminar / workshop / kursus / magang /

sejenisnya tersebut dibuktikan dengan sertifikat/surat tugas dan

sejenisnya

3. Dimensi Kinerja

Diperhitungkan dengan nilai bobot 30% dari keseluruhan pengukuran,;

Indikator yang digunakan adalah riwayat hasil penilaian kinerja yang
mencakup sebagai berikut:

a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP); dan

b. Perilaku Kerja Pegawai (PKP).

Instrumen Pengukuran pada dimensi kinerja bobot penilaiannya

sebagai berikut:

a. Bobot nilai sebesar 30 (tiga puluh) bagi PNS yang memiliki nilai
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kinerja antara 91 (sembilan puluh satu) sampai dengan 100
(seratus) dengan kriteria sangat baik dalam 1D(satu) tahun

terakhir;

Bobot nilai sebesar 25 {(dua puluh lima) bagi PNS yang memiliki
nilai kinerja antara 76 (tujuh puluh enam) sampai dengan 90
(sembilan puluh) dengan kriteria baik dalam 1 (satu) tahun

terakhir;

Bobot nilai sebesar 15 (lima belas) bagi PNS yang memiliki nilai
kinerja antara 61 (enam puluh satu) sampai dengan 75 (tujuh
puluh lima) dengan kriteria cukup dalam 1 (satu) tahun terakhir;

Bobot nilai sebesar 5 (lima) bagi PNS yang memiliki nilai kinerja
antara 51 (lima puluh satu) sampai dengan 60 (enam puluh)

dengan kriteria sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
Bobot nilai sebesar 1 (satu) bagi PNS yang memiliki nilai kinerja 50

(lima puluh) ke bawah dengan kriteria kurang dalam 1 (satu) tahun

terakhir

4.  Dimensi Disiplin

Diperhitungkan dengan nilai bobot 5% dari keseluruhan pengukuran.

Indikator yang digunakan yaitu data/informasi mengenai hukuman

disiplin yang pernah diterima yang mencakup:

a
b.

C.

Hukuman disiplin ringan;
Hukuman disiplin sedang; dan
Hukuman disiplin berat.

Instrumen Pengukuran pada dimensi kinerja bobot penilaiannya
sebagai berikut:

a. Bobot nilai sebesar 5 (lima) bagi PNS yang memiliki riwayat
tidakpernah dijatuhi hukuman disiplin;
b. Bobot nilai sebesar 3 (tiga) bagi PNS yang memiliki riwayat

dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan;
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Untuk memberikan gambaran terhadap sinergitas dan konsistensi antara tujuan dan
sasaran jangka menengah pelayan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Kabupaten Sukabumi dapat dilihat padat table 4.1 sebagai berikut :

e Hukuman disiplin yang sebagaimana dimaksud tersebut yang telah

mempunyai keputusan final dan dihitung dalam waktu 5 (lima) tahun

c. Bobot nilai sebesar 2 (dua) bagi PNS yang memiliki riwayat

dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang; dan

d. Bobot nilai sebesar 1 (satu) bagi PNS yang memiliki riwayat

dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat.

terakhir.

Tabel 4.1

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KABUPATEN SUKABUMI
Target Kinerja Pada Tahun Ke -
Indikator | Tahun-1 | Tahun-2 | Tahun-3 | Tahun-4 | Tahun-S | Tahun-6
No Tujuan Sasaran : S
Sasaran (2021) (2022) (2023) (2024) (2025) (2026)
1. | Teruwujudnya | Meningkatnya | Indeks 51 60 66 71 75 78
Tata Kelola kapabilitas Profesional
Pemerintahan | ASN yang ASN
Inovatif, professional
Profesional,
Akuntabel

Dari matrik tujuan, dan sasaran jangka menengah tersebut, yang menjadi
Indikator Kinerja Program Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
adalah sebagai berikut:
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Tabel 4.2
Indikator Kinerja Program
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kabupaten Sukabumi
NO| PROGRAM INDIKATOR FORMULASI PENANGGUNG
KINERJA JAWAB
1 |Program Nilai Dimensi Rata-rata nilai dimensi Bidang Pengembangan
Kepegawaian Kualifikasi  |kualifikasi ASN Kabupaten  |Sumber Daya Manusia
Daerah Sukabumi
Persentase  |Jumlah Pemberhentian Bidang Pengadaan,
Pemenuhan |Pegawai Pemberhentian, dan
Pemberhentian |Jumlah Pengadaan Pegawai
Persentase [lumiah pejabat yang sesuai |Bidang Mutasi,
Ketersesuaian (kompetensi Kepangkatan, dan
Jabatan dengan |.....cnnnnX100%  |Promosi ASN
Kompetensi |lumiah jabatan di
Kabupaten Sukabumi
Nilai Dimensi  |[Jumlah rata-rata nilai Bidang Kinerja, Disiplin,
Disiplin dan Kinerja |dimensi disiplin + Jumlah  |dan Penghargaan ASN
rata-rata nilai dimensi
kinerja ASN Kabupaten
Sukabumi
2 |Program Nilai Dimensi  |Jumlah rata-rata nilai Bidang Pengembangan
Pengembangan Kompetensi  |dimensi kompetensi ASN Sumber Daya Manusia
Sumber Daya Kabupaten Sukabumi
Manusia

T ————— e e e ———— e it
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BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan cara dan arah tindakan yang
diambil oleh BKPSDM Kabupaten Sukabumi untuk mencapai tujuan dan sasaran.
Dalam merumuskan strategi dan kebijakan, perlu mempertimbangkan kekuatan,
kelemahan, peluang dan tantangan dalam mengembangkan kelembagaan secara
menyeluruh.

5.1  Strategi

Rumusan strategi menunjukkan langkah dan keinginan yang kuat dari
pemerintah daerah dalam menciptakan nilai tambah (value added) perencanaan
bagi para pemangku kepentingan pembangunan daerah. Strategi merupakan
langkah-langkah yang berisikan program- program indikatif untuk mewujudkan visi
dan misi dalam sasaran RPJMD. Rumusan strategi dijadikan salah satu rujukan
penting dalam perencanaan pembangunan daerah yang menjelaskan bagaimana
sasaran akan dicapai.

Strategi merupakan suatu respon terhadap visi, misi, tujuan yang akan
menjadi rujukan dari seluruh kebijakan, program dan kegiatan yang dikeluarkan
dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, strategi yang ditetapkan oleh
BKPSDM Kabupaten Sukabumijuga harus disesuaikan dengan kebijakan dan tujuan
pembangunan Pemerintah Kabupaten Sukabumi yang tertuang dalam RPJMD
Tahun 2021-2026

Dari Penjelasan diatas, berikut ini adalah strategi yang telah ditetapkan
oleh BKPSDM Kabupaten Sukabumi:

1. Peningkatan Kompetensi Teknis dan Manajerial ASN;

2. Peningkatan Kualifikasi ASN;
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Peningkatan Kinerja ASN;
Peningkatan Disiplin ASN;

Penyempurnaan Manajemen ASN

@ o W

Integrasi Sistem Kepegawaian Kabupaten dengan Sistem Pusat dan
Provinsi Jawa Barat.
5.2  Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan instrumen langkah-langkah dalam perencanaan
yang memberikan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih terarah dalam
menentukan dan mencapai tujuan pembangunan. Arah kebijakan pembangunan
jangka menengah daerah merupakan pedoman dalam menentukan tahapan dan
prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran RPJMD secara
bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi
permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan namun tetap selaras
dengan pengaturan waktu.Penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda
namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam
rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam RPJMD.

Di samping itu, arah kebijakan juga dimaksudkan untuk memberikan
jawaban atas permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan kewilayahan.
Analisis permasalahan dan isu-isustrategis kewilayahan akan menjadi basis utama
dari rumusan arah kebijakan pembangunan kewilayahan untuk memberikan
prioritas terkait pemerataan pembangunan dan penciptaan daerah-daerah
unggulan. Fokus kebijakan kewilayahan harus dipedomani bersama antara
pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota termasuk SKPD yang terlibat di
dalamnya.

Adapun Kebijakan yang dirumuskan oleh BKPSDM Kabupaten Sukabumi
yakni:

% Peningkatan kualitas sarana dan prasarana BKPSDM;

2.  Penyelenggaraan kegiatan kepegawaian dan pengembangan

kompetensi teknis/manajerial sumber daya manusia;

3.  Peningkatan kualitas pelayanan kepegawaian danpengembangan
sumber daya manusia;
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Evaluasi Kinerja Pegawai Secara riil dan berkala;

Pembinaan ASN terhadap Kode Etik dan Disiplin ASN;

Peningkatan kapasitas dan kualitas BKPSDM;

Penyempurnaan Sistem Merit pada Manajemen ASN;

Peningkatan Kompetensi Aparatur Melalui Penjenjangandan

Pendidikan Lanjutan; dan

Penyusunan Kebijakan Sistem Informasi

ManajemenKepegawaian yang terintegrasi.

Untuk dapat memberikan gambaran yang komprehensip terhadap tujuan,

sasaran, Strategi dan kebijakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

Daya Manusia dalam upaya mewujudkan visi serta misi Kabupaten Sukabumi

sebagaimana dikemukakan, dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VisI

Masyarakat Sejahtera Lahir Batin

: Terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang Religius, Maju dan Inovatif menuju

| MISI 4 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Inovatif, Profesional dan Akuntabel

Tujuan Sasaran Indikator Strategi Kebijakan
Teruwujudnya 1. Meningkatkan | 1. Indeks Peningkatan 1. Peningkatan
Tata Kelola Profesionalism Profesionalism Kompetensi kualitas sarana
Pemerintahan e ASN e ASN Teknis/ dan prasarana
Inovatif, Manajerial BKPSDM
Profesional, ASN
Akuntabel 2. Penyelenggaraan

' Peningkatan kegiatan
Kualifikasi ASN kepegawaian dan
pengembangan |
Peningkatan kompetensi
Disiplin ASN teknis/manajerial
; sumber daya
Peningkatan manusia

Kinerja ASN
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[ Tujuan

Strategi

Kebijakan

Penyempurnaa
n Manajemen
ASN

Integrasi
Sistem
Kepegawaian
dengan Sistem
Pusat dan
Provinsi

. Peningkatankual

itas pelayanan
kepegawaian
dan
pengembangan
sumber daya
manusia

. Evaluasi Kinerja

Pegawai Secara
rill dan berkala

. Pembinaan ASN

terhadap Kode
Etik dan Disiplin
ASN

. Peningkatan

kapasitas dan
kualitas BKPSDM

. Penyempurnaan

Sistem Merit
pada
Manajemen ASN

. Peningkatan

Kompetensi
Aparatur
Melalui
Penjenjangan
dan Pendidikan
Lanjutan

. Penyusunan

Kebijakan
Sistem Informasi
Manajemen
Kepegawaian
yang terintegrasi
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BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2021-2026 serta Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri)
Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang selanjutnya dijelaskan
pada Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 050-3708 tahun
2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukabumi melaksanakan 2
Urusan yakni: Urusan Kepegawaian dan Urusan Pendidikan Pelatihan. Dari 2
Urusan tersebut dijabarkan kedalam 3 (tiga) program yaitu melingkupi: 1 (satu)
program berkenaan dengan tugas pemerintahan dan pelayanan yaitu Program
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan 2 (dua) program berkenaan dengan
pelaksanaan pembangunan, yaitu Program Kepegawaian dan Program Sumber
Daya Manusia. Program akan diimplementasikan ke berbagai Kegiatan sesuai
dengan Peraturan terkait dan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun.
6.1 Program Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia
6.1.1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Program ini  dilaksanakan dalam upaya menjamin
keberlangsungan serta kesinambungan operasional, pengelolaan
administrasi keuangan, peningkatan sumber daya aparatur BKPSDM,
pelayanan publik serta evaluasi dan pelaporan capaian kinerja
sebagai bagian dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Rincian
Kegiatan dan Sub Kegiatan yang termasuk dalam Program Penunjang

Urusan Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut:
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A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
¢) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-
SKPD;
d) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD;
e) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-
SKPD;
f) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
g) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
a) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun SKPD;
b) Koordinasi dan  Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD;
c) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosos Realisasi
Anggaran;
d) Penyediaan Gaji dan Tunjangan Pegawai;
e) Pelaksanaan  Penatausahaan dan  Pengujian/Verifikasi
Keuangan SKPD;
f) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD;
g) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan.
3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

a) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
SKPD;
b) Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD;

c) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
pada SKPD;
d) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD,
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4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
a) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya;
b) Pemulangan Pegawai yang Pensiun;
c¢) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarakan Tugas dan
Fungsi;
d) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan;
e) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-
Undangan.
5) Administrasi Umum Perangkat Daerah
a) Penyediaan Komponen Instalasi  Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor;
b) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
¢) Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
d) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
e) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
undangan;
f) Fasilitasi Kunjungan Tamu;
g) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
h) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.
6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
UrusanPemerintah Daerah
a) Pengadaan Mebel;
b) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
¢) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau
Bangunan Lainnya;
d) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung
Kantor atau Bangunan Lainnya.
7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;

b) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

. ____________]
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8) Pemeliharaan  Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah.

a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan
Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan;

b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan
Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan;

¢) Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya;

d) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan
Lainnya;

e) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung
Kantor san Bangunan Lainnya.

Selain satu program berkenaan dengan tugas pemerintahan
dan pelayanan tersebut, Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia memiliki 2 (dua) program yang berkenaan
dengan pelaksanaan pembangunan (program utama) yaitu :

6.1.2 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sebagaimana dimaklumi bahwa kinerja aparatur pemerintah
sampai saat ini masih dinilai kurang baik oleh masyarakat, baik dari
sikap perilaku maupun kompetensinya. Salah satu upaya untuk
memperbaiki kinerja aparatur adalah melalui pendidikan dan
pelatihan. Pendidikan dan pelatihan merupakan proses peningkatan
kompetensi aparatur agar mampu menghasilkan kinerja yang optimal
melalui transfer pengetahuan, sikap dan keterampilan tertentu agar
memenuhi syarat dan cakap dalam melaksanakan tugas.

Pada dasarnya lembaga pengembangan sumber daya manusia
adalah sebagai lembaga pembelajaran sementara (temporarry
learning institution), sedangkan lembaga tempat bekerja adalah
lembaga pembelajaran permanen.

Sebagai lembaga pengembangan sumber daya manusia, Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia berupaya
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untuk bekerja secara profesional sehingga mampu menghasilkan
alumni yang berkualitas. Saat ini Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukabumi telah
memperoleh akreditasi untuk penyelenggaraan Diklat Prajabatan dan
Diklatpim TK IV. Untuk mengefektifkan status akreditasi, Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia akan
berupaya menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah lain dalam
penyelenggaraan diklat. Rincian Kegiatan dan Sub Kegiatan yang
termasuk dalam Program Pendidikan dan Pelatihan adalah sebagai
berikut:
A. Program Pendidikan dan Pelatihan
1) Pengembangan Kompetensi Teknis
a) Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan
Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan
Administrasi  Peyelenggaraan Urusan  Pemerintahan
Konkruen, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan
Pemerintahan Umum;
b) Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum,
Inti dan pilihan bagi Jabatan Admnistrasi Penyelenggara

Urusan Pemerintahan Konkruen, Perangkat Daerah Penunjang,

dan Urusan Pemerintahan Umum);

¢) Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan,
Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis
Umum, Inti, dan Pililhan bagi Jabatan Administrasi
Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkruen, Perangkat
Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum.

2) Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi

Manajerial dan Fungsional

a) Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten/Kota;

b) Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan
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Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional,
Kepemimpinan dan Prajabatan;

c) Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang
Kompetensi, dan Sumber Belajar;

d) Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan,
Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan
Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi,
Pengelolaan Sumber Belajar dan Kerjasama, serta
Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan
Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan

6.1.3 Program Kepegawaian Daerah

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam
rangka mencapai setiap tujuan strategis, maka langkah
operasionalnya harus dituangkan kedalam program, kegiatan sampai
pada sub kegiatan yang mengikuti peraturan perundang-undangan
yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas
dan fungsi BKPSDM Kabupaten Sukabumi, Visi dan Misi bupati
terpilih serta Rencana Jangka Menengah Pemerintah Daerah, dengan
demikian mampu memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan
dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Melalui program ini diharapkan pelayanan kepegawaian,
manajemen kepegawaian serta pengembangan karir pegawai
dilaksanakan berdasarkan kebutuhan bukan keinginan, sehingga
sesuai dengan sasaran yang diinginkan yaitu meningkatkan kualitas
dan kompetensi aparatur. Manajemen ASN yang baik akan
menciptakan efektifitas dan efesiensi dalam upaya percepatan
pembangunan serta dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi Bupati
Kabupaten Sukabumi Terpilih yang disesuaikan dengan tugas dan
fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Sukabumi. Rincian Kegiatan dan Sub Kegiatan

yang termasuk dalam Program Kepegawaian adalah sebagai berikut:

L i
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A. Program Kepegawaian Daerah
1) Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
a) Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan
Untuk Pelaksanaan Pengadaaan ASN;
b) Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan ASN dan PPPK;
c) Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN;
d) Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian;
e) Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian;
f) Fasilitasi Lembaga Profesi ASN
2) Mutasi dan Promosi ASN
a) Pengelolaan Mutasi ASN;
b} Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN;
c) Pengelolaan Promosi ASN.
3) Pengembangan Kompetensi ASN
a) Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN;
b) Pengelolaan Assesment Center;
c) Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN;
d) Pembinaan Jabatan Fungsional ASN;
e) Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan
4) Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
a) Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur;
b) Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai;
t) Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai;
d) Pembinaan Disiplin ASN;
e) Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin;
f) Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai
Target kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia untuk lima tahun kedepan (2021 — 2026) beserta
proyeksi pagu indikatif disusun dalam bentuk matrik sebagaimana
terlampir, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Renstra ini,

yaitu sebagai berikut :
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BAB VI
KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk
mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan
sasaranya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal
mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan
atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan
menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih
menggambarkan mengenai kinerja organisasi.

Indikator kinerja rencana strategis merupakan sasaran capaian kinerja yang
diharapkan dari implementasi tujuan dan sasaran Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten
Sukabumi, khususnya yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumberdaya
manusia baik aparatur pemerintah daerah. Secara umum sasaran capaian kinerja
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai dengan
tuntutan perkembangan jaman dan perkembangan teknologi, sasaran capaian
kinerja yang hendak dicapai adalah sebagai central of excellent menjadikan Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai Pusat
Pengembangan Sumber Daya Manusia.

BKPSDM Kabupaten Sukabumi telah menetapkan Indikator kienrja yang
secara langsung menunjukkan kinerja yang akan di capai oleh BKPSDM Kabupaten
Sukabumi dalam 5 (Lima) tahun mendatang yaitu adalah Indeks Profesionalisme
ASN

Indikator kinerja dimaksud didapatkan dengan mengidentifikasi bidang

pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan

Renstra BKPSDM 2016-2021
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Pengembangan Sumber Daya Manusia yang kemudia di jabarkan kedalam 3
(Tiga) Program prioritas menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90
Tahun 2019 yaitu:

1.  Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Kepegawaian Daerah

3. Program Pendidikan dan Pelatihan

Untuk memberikan gambaran capaian kinerja program dan kegiatan Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terhadap sasaran RPJIMD

2021-2026 sebagaimana tersaji dalam Tabel 6.1 sebagai berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Sukabumi
(2) (3) (4) (s) (6) (7) (8) (9
Index Prafesional ASN 51 Nilai 51 60 66 71 75 78 75 Nilai

Indeks Profesionalisme ASN dijabarkan definisi operasionalnya sebagai
berikut:

Berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019
Tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas
Aparatur Sipil Negara. Pengukuran Indeks Profesionalitas merupakan suatu
instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat
profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian
dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN. Adapun dalam
pengukuran tersebut menggunakan Standar Profesionalitas ASN sebagai kriteria
yang digunakan untuk mengukur tingkat profesionalitas ASN yang mencakup

dimensi kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin.
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Selain itu, BKPSDM Kabupaten Sukabumi juga memiliki IKK (Indikator Kinerja
Kunci) yang menjadi tolak ukur dalam penilaian LPPD (Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah) sebagai berikut:

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Kunci Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Sukabumi

(2) (3) (4) (5) (6) 7 (8) (9)
| Rasio Pegawai
Pendidikan Tinggi
dan Menengah Dasar : .
(%) (PNS Tidak 1928 % 195 196 196 197 197 198 198 %
termasuk Guru dan
Tenaga Kesehatan)
Rasio Pegawai
Fungsional (%) (PNS
Tidak termasuk Guru 966 % 10 11 11 12 12 13 13 %
dan Tenaga
Kesehatan)
Rasio Jabatan
Fungsional
bersertifikat
Kompetensi (%) (PNS 100 % 100 100 100 100 100 100 100 %
Tidak Termasuk Guru
dan Tenaga
Kesehatan)
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2. Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Tahun 2021-2026 merupakan indikator dalam proses evaluasi
laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan satu tahunan,
sehingga dapat mengurangi resiko pelaksanaan kegiatan yang
menyimpang dari upaya mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil
Bupati Sukabumi terpilih periode 2021-2026 sesuai dengan tugas dan
fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Sukabumi.

Berdasarkan kaidah-kaidah diatas diperlukan komitmen yang kuat, tekad
yang bulat dan kesungguhan yang tanpa cacat yang dibalut dalam rasatanggung
jawab dalam melaksanakan tugas, fungsi, kewenangan serta peranmasing-masing
seingga Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dapat
mewujudkan cita-cita Daerah yang diharapkan.

Pada akhirnya keberhasilan/ketidakberhasilan pelaksanaan pembangunan
di Kabupaten Sukabumi, sangat tergantung pada partisipasi aktif seluruh lapisan
masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan, serta sikap mental, tekad,
semangat, dan ketaatan azas para penyelenggara pemerintah daerah. Semoga
Allah SWT senantiasa meridhoi langkah kita dalam melaksanakan agenda
pembangunan menuju “TERWUJUDNYA KABUPATEN SUKABUMI YANG RELIGIUS,
MAJU, DAN INOVATIF MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA LAHIR BATIN".

Sukabumi, 31 Januari 2022
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEI IBANET B SUMBER DAYA MANUSIA

- NIP. 19630503 198803 1 008
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